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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang “Analisis 

fiqh siya<sah Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di 

Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

(Studi Kasus Di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik)” untuk 

menjawab permasalahan bagaimana analisis secara fiqh siya<sah dan undang-

undang dari penyelesaian konflik masyarakat desa di Desa Mulung, Kecamatan 

Driyorejo,Kabupaten Gresik yang tidak lain merupakan kewenangan dari Kepala 

Desa. 
Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (field 

research), dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didapat 

melalui penggumpulan data, diantaranya dokumentasi, wawancara dan observasi. 

Analisis yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.   

Permasalahan yang pernah diselesaikan oleh Kepala Desa dan Perangkat 

Desa adalah pemakaman salah satu warga yang berbeda Agama yang ada di Desa 

Mulung, yang terjadi pada bulan September tahun 2018 di Desa Mulung yang 

sama sekali belum terjadi, sehingga menimbulkan berbagai perselisihan pendapat 

warga Desa. Dengan proses penyelesaian pendekatan kepada masyarakat serta 

musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan agar menghasilkan 

keputusan yang adil. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian 

yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sesuai 

dengan Undang-Undang yang berlaku serta siya<sah dustu>riyah yang mana 

berusaha untuk memberikan solusi permasalahan dengan memerhatikan 

kemaslahatan warga Desa.  
Dari hasil penyelesaian konflik tersebut disimpulkan bahwa penyelesaian 

konflik yang terjadi pada masyarakat Desa Mulung Driyorejo yang merupakan 

kewenangan dari Kepala Desa untuk memberikan solusi bagi permasalahan 

warganya sesuai dengan prosedur namun dengan tetap memerhatikan 

kemaslahatan warga-warganya serta berpedoman terhadap aturan perundang-

undangan serta hukum agama yang berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang 

saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif 

sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan 

kemasyarakatan. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani. 

Masyarakatnya lebih memanfaatkan bahan-bahan disekitar karena sudah tersedia. 

Karakter sosial masyarakat Desa juga sangat erat, dan  tidak cenderung 

individualis.1 

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 tertulis 

bahwa: 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 

Desa dipimpin oleh seorang penguasa tunggal, yaitu Kepala Desa. Ia 

bertugas dalam melindungi warganya. Termasuk menyelesaikan permasalahan 

apabila terdapat suatu permaslahan warganya. Ia bertanggung jawab atas 

                                                           
1
 Hanif  Nurcholis, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2011), 2. 
2
 Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 
 

keamanan, ketertiban serta kesejahteraan warganya. Tepatnya dalam Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pada pasal 25 yang bertuliskan.  

‚Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa 

atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau 

yang disebut dengan nama lain.‛3 

Di dalam Desa memiliki lembaga sendiri untuk mengatur rumah 

tangganya. Baik lembaga  politik, ekonomi, peradilan dan sosial budaya yang 

dikembangkan oleh masyarakatnya sendiri. Begitu juga dengan kehidupan sosial 

masyarakat Desa, yang kadang diwarnai dengan permasalahan/konflik sosial 

yang bisa timbul akibat dari interaksi antarmanusia. Adapun penyebab yang 

tidak lain adalah adanya gesekan antara nlai sosial, akibat dari suatu gejala di 

masyarakat dan permasalahan sosial yang nyata dan tersembunyi.4  

Seperti halnya konflik masyarakat di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo 

Kabupaten Gresik, yaitu adanya permasalahan sosial yang timbul akibat dari 

suatu masalah, dan menjadi fokus kajian studi kasus pada skripsi ini. Lokasi Desa 

dipilih peneliti karena beberapa hal, yang pertama yaitu lokasi yang dekat dengan 

sarana prasarana umum sehingga ketika membutuhkan peralatan untuk 

menunjang penelitian cukup mudah untuk dicari, yang kedua lokasi yang bisa 

ditempuh dengan kendaraan umum. Dan yang terakhir yaitu konflik masyarakat 

Desa sangat mendukung dengan rencana peneliti, awalnya ditemukan beberapa 

                                                           
3
 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang  Desa, Pasal 25. 

4
 Hanif  Nurcholis, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa..,12. 
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konflik di Desa dalam wilayah Kecamatan Driyorejo, dari beberapa informasi 

yang diperoleh, sebagian tentang konflik yang sama dengan objek penelitian 

terdahulu sehingga peneliti berpikir untuk membuat penelitian yang berbeda dari 

sebelumnya.  Maka peneliti lebih tertarik untuk memilih konflik yang pernah 

terjadi di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang lebih 

tepatnya berada pada provinsi Jawa Timur. 

Adapun permasalahan tersebut adalah perselisihan pendapat antar warga, 

yang berasal dari pemakaman salah satu warga Desa Mulung yang meninggal 

dalam keadaan non muslim namun harus dimakamkan di pemakaman untuk 

warga muslim dikarenakan belum adanya tanah pemakaman untuk warga non 

muslim di Desa tersebut. Hingga akhirnya menyebabkan kurang setujunya warga 

Desa Mulung akan hal itu, bahkan sebagian warga juga meminta untuk 

pemakamannya dipindah ke tempat lain. Namun konflik tersebut telah 

diselesaikan oleh Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertugas. Berikut 

adalah hasil wawancara peneliti bersama Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa 

tentang konflik warga Desa Mulung tersebut.5 

Salah satu permasalahan yang pernah diselesaikan oleh Kepala Desa dan 

Perangkat Desa adalah pemakaman salah satu warga yang berbeda Agama 

dengan masyarakat yang ada di Desa Mulung, yang terjadi pada bulan September 

tahun 2018. Berangkat dari salah satu warga Desa asli dari Desa Mulung, seorang 

perempuan beragama Islam dan berasal dari keluarga beragama Islam, 

                                                           
5
 Bambang Jatmiko, Wawancara, Kepala Desa Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik. September 

2018. 
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memutuskan untuk berpindah keyakinan Kristen, mengikuti suaminya saat 

hendak menikah, dan ketika sudah berumah tangga, salah satu warga tersebut 

berpindah tempat tinggal dari Desa Mulung untuk mengikuti sang suami.6 

Kondisi kehidupan dan rumah tangganya baik-baik saja hingga beberapa 

tahun kemudian sampai memiliki dua anak, hingga anaknya dewasa dan berumah 

tangga. Namun beberapa waktu setelah anaknya menikah warga perempuan yang 

asli dari Desa Mulung tersebut meninggal dan masih menganut agama bukan 

Islam. Kesulitan yang dihadapi saat itu adalah masalah pemakaman, karena di 

lingkungan tempat ia tinggal sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, 

sehingga tidak ada fasilitas pemakaman warga bukan muslim. Akhirnya 

dikembalikanlah ke tempat tinggal semula, yaitu ke Desa Mulung agar diurus 

oleh keluarganya, tetapi di Desa Mulung pun juga sama tidak ada fasilitas 

pemakaman untuk warga yang bukan beragama Islam.7  

Kepala Desa selaku pemimpin, yang dimintai solusi dari keluarga 

terersebut akhirnya bermusyawarah dengan keluarga dan perangkat Desa 

Mulung. Salah satu solusi yang diberikan dari Kepala Desa adalah dengan 

memakamkan salah satu warga bukan menganut agama Islam yang meninggal di 

makam Desa Mulung yang mayoritas beragama Islam. Tetapi, letak makam nya 

tidak boleh campur dengan makam yang lain, jadi harus diletakkan agak jauh 

jaraknya dengan makam lain, dan khusus batu nisannya tidak boleh 

                                                           
6
 Bambang Jatmiko, Wawancara, Kepala Desa Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik September 

2018. 
7
 Dateng, Wawancara, Perangkat  Desa Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik September 2018. 
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menggunakan salib, namun menggunakan batu nisan biasa agar tidak 

menyebabkan berbagai macam pendapat.8 

Tapi, masyarakat Desa Mulung yang mengetahui permasalahan tersebut 

memberikan pendapat yang kurang setuju dengan adanya penyelesaian Kepala 

Desa yang memberikan izin berupa meletakkan jadi satu makam warga bukan 

muslim dengan makam warga muslim. Hingga banyak masyarakat yang tau dan 

saling menyatakan ketidaksetujuan, sebagian warga juga ,meminta pemakaman 

salah satu warga tersebut dipindahkan.9 

 Di Desa Mulung tidak ada fasilitas pemakaman warga bukan Muslim, 

dikarenakan sejak dulu seluruh warga asli desa Mulung menganut agama Islam, 

dan baru kali ini muncul permasalahan pemakaman warga bukan beragama Islam, 

sebelumnya belum pernah terjadi sama sekali.10 

Maka dari itu untuk menindaklanjuti berbagai respon dari warga, maka 

Kepala Desa bersama Perangkat Desa yang bertugas untuk berusaha 

menyelesaikan dengan cara pendekatan secara langsung kepada warga Desa 

Mulung. Lewat musyawarah Bapak Kepala Desa memberikan pengarahan kepada 

warganya bahwa bukan masalah keyakinan yang dari salah satu warga yang 

meninggal yang dipermasalahkan, tapi kita harus bisa berbuat keadilan  dan 

                                                           
8
 Bambang Jatmiko, Wawancara Kepala Desa Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik September 

2018. 
9
 Dateng, Wawancara Perangkat  Desa Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, September 2018. 

 
10

 Dateng, Wawancara Perangkat  Desa Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, September 2018. 
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toleransi untuk bisa menerima perbedaan yang ada di tengah-tengah 

persaudaraan.11  

Tidak hanya itu, keadilan yang diterapkan oleh Kepala Desa juga 

menyangkut pada tanah pemakaman yang ada di Desa Mulung, karena dasar 

fungsi sosial hak atas tanah bertujuan untuk menjamin kemanfaatan sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat. Maka Kepala Desa Mulung berusaha untuk 

memerthankn pemanfaatan tanah untuk menjamin rasa keadilan bagi seluruh 

warganya. Begitu juga dengan tanah pemakaman, yang ditujukan untuk warga 

Desa Mulung agar bisa tercapai maksimal kemanfaatannya untuk warga 

setempat. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 4 Bab III 

Pokok-Pokok Pengadaan Tanah Pasal 4 Ayat 1 huruf K yang berbunyi 

‚Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk 

Kepentingan Umum.‛12 

Dan pada Bab IV Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pasal 10 : 

       Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) digunakan untuk pembangunan:13 

a. pertahanan dan keamanan nasional;  

b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, 

dan fasilitas operasi kereta api;  

c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran 

pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;  
                                                           
11

 Bambang Jatmiko, Wawancara, Kepala Desa Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, September 

2018. 
12

 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, Pasal 4. 
13

 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, Pasal 10. 
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d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;  

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;  

f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;  

g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;  

h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;   

i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;  

j. fasilitas keselamatan umum;   

k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; l. fasilitas 

sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam 

dan cagar budaya;   

n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;  

o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, 

serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status 

sewa;   

p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah 

q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan pasar umum dan 

lapangan parkir umum.    

Dari adanya konflik trsebut, sesuai dengan Undang-Undang Desa yang 

berlaku Kepala Desa melaksanakan kewenangan untuk menyelesaikan 

perselisihan dan menertibkan warganya apabila terjadi perselisihan. Maka sesuai 

dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang  Desa Pasal 26 tertulis 

bahwa ‚(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa.‛14 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Desa berwenang:15  

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;   

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;   

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;   

d. Menetapkan Peraturan Desa;   

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;   

f. Membina kehidupan masyarakat Desa;  

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;   

                                                           
14

 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang  Desa, Pasal 26. 
15

 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang  Desa, Pasal 26. 
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h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;  

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;  

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;  

m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;  

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Adapun tugas dari kepala Desa tertulis jelas dalam Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 26. Serta pada  ayat (4) yang tertulis 

bahwa: 

       Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Desa berkewajiban:
 16

 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan; 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, 

korupsi, dan nepotisme;  

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di Desa; 

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik: 

i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa; 

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 

                                                           
16

 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang  Desa 
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o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup; dan 

p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.  

Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa 

bertujuan untuk mengatur agar warganya idup tertata, damai dan taat pada 

aturan. Begitu pula ketika menetapkan keputusan dari hasil sebuah musyawarah 

untuk menjawab permasalahan, Kepala Desa berusaha untuk mampu memberikan 

hasil terbaik agar keadilan bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Dan 

warga Desa diharapkan mampu untuk menaati aturan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa apabila memang ditujukan untuk kemaslahatan warganya. Philipus 

M Hadjon mengemukakan bahwa : 

 Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara 

yaitu dengan atribusi atau delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat 

pada suatu jabatan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 

menyebutnya: wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha 

negara dengan wewenang yang dilimpahkan). Kita berbicara tentang 

delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. 

Apabila kewenangan itu kurang sempurna berarti bahwa keputusan yang 

berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu 

atribusi dan delegasi adalah alat untk membantu memeriksa apakah suatu 

badan berwenang atau tidak.17 

Maka dari pernyataan tersebut, wewenang adalah kekuasaan untuk 

melakukan suatu tindakan hukum publik, yaitu wewenang untuk menimbulkan 

akibat-akibat hukum yang sifatnya publik, misal seperti mengeluarkan aturan, 

mengambi keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat hukum. 

Hanya badan-badan yang memiliki wewenang hukum publik yang sesuai aturan 

saja yang menimbulkan akibat hukum bersifat publik.  

                                                           
17

 Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah 

University Press, 2008), 67. 
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Dalam kajian Hukum Islam terdapat pembahasan fiqh siya<sah artinya, 

pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan 

rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Siya<sah juga memiliki pengertian mengatur 

atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang mendatangkan 

kebaikan. Adapun dasar-dasar hukum yang dipakai dalam kajian fiqh siya<sah 

adalah al-Qur’an, dan Hadits yang mengandung pembahasan tersebut.
18

 

Dalam lingkup Fiqh terbagi menjadi beberapa kajian yang meliputi 

siya<sah dusturiyah (konstitusi dan ketatanegaraan), siya<sah dauliyah (hubungan 

luar negeri dan diplomasi internasional), siya<sah maliyah (Sistem moneter 

negara).
19

 

Namun pada penelitian ini hanya terfokus pada kajian siya<sah dustu>riyah, 

yang merupakan  undang-undang atau peraturan. Pengertian secara umum dari 

siya<sah dusturiyah adalah siya<sah yang berhubungan dengan peraturan dasar 

tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala, 

batasan kekuasaan yang sudah biasa bagi pelaksanaan urusan umat, serta 

menjalin hubungan antar penguasa dan rakyat menyangkut hal-hal yang 

mendasar dari suatu pemerintahan yaitu keharmonisan bubungan antara warga 

negara dengan pemimpinnya untuk memenunhi kebutuhannya.
20

 

Maka sesuai dengan penelitian ini,  kajian siya<sah dustu>riyah lebih 

menuju pada kepemimpinan yang menurut ahli fiqh adalah Ima>mah yang artinya 

                                                           
18

 Suyuthi  Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22. 
19

 Mutiara Fahmi,‛Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran‛,Jurnal: Uin 

Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum,( 2017), 2. 
20

Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 24. 
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pemimpin, sperti ketua atau yang lainnya. Ima>m juga disebut khalifah yaitu  

pemimpin tertinggi rakyat dalam menyelesaikan sengketa antar warga, serta 

menetapkan aturan ditengan-tengah masyarakat yang sedang berselisih agar 

terciptanya kehidupan yang tenteram. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, maka dapat diketahui 

adanya beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa; 

2. Tugas-Tugas kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa; 

3. Tugas Kepala Desa Dalam Menertibkan Warga Desa; 

4. Perspektif siya<sah dustu>riyah dalam hal Ima>mah sebagai pemimpin dalam 

masyarakat.  

5. Tugas-Tugas pemimpin/ Ima>mah dalam menertibkan warganya dalam 

perspektif siya<sah dustu>riyah. 

Agar penulisan skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi masalah pada 

kewenangan kepala desa dalam menangani konflik warga desa menurut Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam perspektif fiqh siya<sah.   
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C. Rumusan Masalah 

Dalam skripsi ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam 

bentuk pertanyaan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi terhadap kewenangan kepala desa dalam penyelesaian 

konflik masyarakat desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik? 

2. Bagaimana analisis fiqh siya<sah terhadap kewenangan kepala desa dalam 

penyelesaian konflik masyarakat di desa menurut Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten 

Gresik? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pencarian peneliti, terdapat beberapa 

penelitian yang sudah pernah dilakukan, antara lain: 

Pertama, skripsi dengan judul ‚Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta 

Kabupaten Soppeng)‛ oleh Muh. Iqbal pada tahun 2016. Penelitian bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta di era 
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otonomi daerah dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 

tugas Kepala Desa Citta di era otonomi daerah.
21

 

Kedua, skripsi dengan judul ‚Kewenangan Desa Berkaitan Dengan 

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014‛ Oleh I Putu Krisnanda Maha Satria pada 

tahun 2016. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui kewenangan desa serta 

akibat hukum yang timbul akibat adanya kewenangan desa dalam kaitannya 

dengan undang – undang nomor 6 tahun 2014.
22

 

Ketiga skripsi dengan judul, ‚Implementasi Tugas Dan Fungsi Kepala 

Desa (Studi Kasus Di Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo)‛ 

oleh Kunnica Fatku Rohmah pada tahun 2013. Penelitian ini dibuat untuk 

mendeskripsikan implementasi tugas danfungsi Kepala Desa Gedangan.
23

 

Keempat, thesis dengan judul ‚Kewenangan Kepala Desa Dalam 

Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa (Di Desa Demangan Dan Desa Kedungrejo Kecamatan 

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)‛ oleh Muhammad Shinwanuddin pada tahun 

                                                           
21

Muh. Iqbal ‚Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi 

Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)‛ (Skripsi-- Universitas Hasanuddin, 

Makassar Tahun 2016), 10. 
22

 I Putu Krisnanda Maha Satria , ‚Kewenangan Desa Berkaitan Dengan Undang – Undang No. 6 

Tahun 2014‛ (Skripsi: Universitas Warmadewa, Denpasar, Tahun 2016), 15. 
23

Kunnica Fatku Rohmah,  ‚Implementasi Tugas Dan Fungsi Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa 

Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo)‛ (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Tahun 2013), 10. 
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2018. Penelitian ini berisikan untuk memaparkan eksitensi pemerintahan tingkat 

desa dalam menjalankan peraturan desa.
24

 

Kelima, thesis dengan judul ‚Kewenangan Kepala Desa Terhadap 

Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan ‘Urf)‛ oleh Ijmaliyah 

pada tahun 2015.  Dalam penelitian ini membahas bagaimana bentuk 

pertanggungjawaban kepala desa dalam mengelola keuangan desa serta segala 

konsekwensinya apabila terjadi mal administrasi dalam melaksanakan 

tugasnya.
25

 

 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan utama penelitian ini 

adalah:  

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap kewenangan Kepala 

Desa dalam penyelesaian konflik masyarakat Desa menurut Undang-

Undang No 6 Tahun 2014 di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten 

Gresik, sehingga diperoleh uraian keterangan bagaimana Kepala Desa 

                                                           
24

 Muhammad Shinwanuddin , ‚Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa 

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Demangan Dan Desa 

Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)‛ (Thesis-- Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018),  9. 
25

 Ijmaliyah,  ‚Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan 

‘Urf)‛ (Thesis-- Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2015),  22. 
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menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan konflik masyarakat dari 

sudut pandang Undang-Undang yang berlaku. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari sudut pandang fiqh siya<sah 

terhadap kewenangan Kepala Desa dalam penyelesaian konflik masyarakat 

Desa di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sehingga 

diperoleh penjelasan bagaimana Kepala Desa dalam penyelesaian konflik 

masyarakat Desa dari sudut pandang fiqh siya<sah. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari permasalahan di atas, peneliti mengharapkan penelitian ini 

bermanfaat baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca, adapun untuk dua aspek 

yaitu:  

1. Secara teoritis. 

a. Diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang 

analisis terhadap kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan 

masyarakat Desa, dari sudut pandang hukum positif dan fiqh siya<sah. 

b. Memberikan tambahan pemikiran dalam mengembangkan dan menambah 

khazanah keilmuan hukum islam mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum 

pada umumnya dan mahasiswa prodi hukum tata Negara. 
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2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

kewenangan kepala desa dan pemerintahan desa.  

 

 

G. Definisi Operasional  

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah sesuai judul penelitian ini, 

serta untuk meminimalisir kesalahpahaman pembaca terhadap istilah yang 

dinmaksud dalam judul Analisis Fiqh Siya<sah Terhadap Kewenangan Kepala 

Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Mulung Kecamatan 

Driyorejo Kabupaten Gresik), maka kiranya peneliti perlu menjelaskan beberapa 

unsur variable dalam penelitian ini. 

Yang pertama yaitu kewenangan Kepala Desa yang diatur dalam Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 26: ayat (2) Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membina 

kehidupan masyarakat Desa, berwenang membina ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat Desa, dan menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. 

Yang kedua yaitu tugas-tugas seorang pemimpin dalam kajian Fiqh 

Siya<sah.  Dalam penelitia ini lebih terfokus pada  fiqh siya<sah dustu>riyah yang 

mengarah kepemimpinan, menurut ahli fiqh adalah Ima>mah atau pemimpin 
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rakyat yang memiliki kewajiban yaitu mampu menyelesaikan sengketa antar 

warga, menerapkan hukum kepada pihak yang bermasalah, menjamin stabilitas 

keamanan dan menegakkan hukum secara adil.
26

 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis socio legal research yakni penelitian sosial 

hukum yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya terhadap Kewenangan 

Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Desa. Jenis penelitian 

ini merupakan suatu jenis penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk 

mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.  

Sebelum menentukan lokasi penelitian, peneliti telah melakukan 

observasi ke beberapa Desa untuk melihat kejadian konflik masyarakat Desa 

yang pernah terjadi dan diselesaikan oleh Kepala Desa, dari beberapa informasi 

yang diperoleh, sebagian tentang konflik yang sama dengan objek penelitian 

terdahulu sehingga peneliti berpikir untuk membuat penelitian yang berbeda dari 

sebelumnya.  

Maka peneliti lebih tertarik untuk memilih konflik yang pernah terjadi di 

Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang lebih tepatnya 

berada pada provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih peneliti karena pernah 

terjadi suatu permasalahan warga Desa yang menimbulkan perselisihan antar 

                                                           
4.
 Mutiara Fahmi,‛Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran‛,Jurnal: Uin 

Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017, 4. 
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warga, sehingga menyebabkan Kepala Desa harus turun tangan untuk meredakan 

permasalahan tersebut. Yaitu permasalahan pemakaman warga yang beragama 

non muslim. 

Untuk memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan rangkaian langkah-

langkah yang sistematis, sebagai berikut: 

1. Data Yang Dikumpulkan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka data 

yang akan ditampilkan adalah data yang diperlukan antara lain:  

a. Data mengenai profil Desa; 

b. Data mengenai kependudukan Desa; 

c. Data mengenai tugas-tugas Kepala Desa; 

d. Data mengenai permasalahan yang pernah diputuskan oleh Kepala Desa 

beserta perangkat Desa. 

e. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali untuk penelitian 

karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dua jenis sumber 

data yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan 

sekunder. Adapun sumber data yang dipakai peneliti adalah sebagai 

berikut:
27

 

 

                                                           
27

 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94. 
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a. Sumber Primer 

Adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari 

sumbernya. Sumber data yang digunakan yaitu hasil wawancara dari 

sumber informasi utama yaitu Kepala Desa Mulung, Bapak Bambang 

Jatmiko, S.T dan Bapak Kepala Urusan Kesejahteraan yaitu Bapak 

Dateng, S.Pd.I, beliau lah yang turun ke lapangan ketika terjadi 

permasalahan warga-warganya sehingga sangat tepat untuk dijadikan 

narasumber. Tapi tidak hanya itu beberapa perangkat Desa lain termausk 

Seksi Pemerintahan Desa Mulung yaitu Ibu Dwi Indah Suryani, S.Pd yang 

merupakan narasumber dari segi profil Desa Mulung. 
28

 

b. Sumber Sekunder 

Adalah berbagai informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, 

yaitu berbagai karya ilmiah, buku serta sumber lain yang berhubungan 

dengan tujuan penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu.
 29

 

1) Imam Al-Mawardi, AL-AHKAM AL-SULTHANIYYAH : Hukum-

Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam. 

2) Hanif Nurcholis, PERTUMBUHAN DAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DESA. 

3) Muhammad Shinwanudin, thesis dengan judul ‚Kewenangan Kepala 

Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Demangan Dan Desa 

Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk). 
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 Ibid. Hlm 95. 
29

 Joko Subagyo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta , 2004) , 88. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Adalah teknik pengumpulan data yang secara nyata dalam penelitian. Teknik 

pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan yang berkaitan 

dengan masalah penelitian yang dibahas. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

a. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada 

subyek penelitian, namun melalui dokumen. Yang mana merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa hasil tulisan, 

atau gambar. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian lapangan ini. Adapun 

dokumen yang dimaksud pada penelitian ini adalah rekaman gambar dan 

suara saat wawancara dengan Kepala Desa sedang berlangsung.
 30

 

b. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data esensial dalam suatu 

penelitian terlebih dalam penelitian kualitatif.  Teknik pengumpulan data 

ini yaitu peneliti mengamati dan mencatat wawancara tentang konflik 

dan penanganan kasus yang pernah terjadi dan diselesaikan oleh Bapak 

Kepala Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
31

 

 

 

                                                           
30

 M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia 2007), 87. 
31

 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013),. 96 
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c. Wawancara 

Metode wawancara disini adalah suatu kegiatan Tanya jawab dengan 

tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan narasumber tentang 

masalah yang diteliti.  Dalam melakukan wawancara, peneliti 

menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara 

juga dilakukan secara terbuka pada saat aktivitas narasumber 

berlangsung. Hasil wawancara nanti akan didokumentasikan sendiri oleh 

peneliti. Peneliti melakukan tanya jawab dengan yaitu Kepala Desa 

Mulung, Bapak Bambang Jatmiko, S.T dan Bapak Kepala Urusan 

Kesejahteraan yaitu Bapak Dateng, S.Pd.I, beliau lah yang turun ke 

lapangan ketika terjadi permasalahan warga-warganya sehingga sangat 

tepat untuk dijadikan narasumber.
 32

  

4. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, penelitian ini selanjutnya dilakukan pengolahan data 

dengan tahapa-tahapan sebagai berikut:
33

 

a. Editing 

Yaitu memeriksa kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari 

segi kelengkapannya, antara data dan relevansi peneliti. Salah satu hal yang 

terdapat pada proses editing yaitu memeriksa jawaban yang diajukan, 

apakah sudah sesuai dengan kebenaran atau tidak, sebelum diproses lagi. 

Teknik ini digunakan untuk memeriksa kembali data-data yang sudah 

terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil data Analisis 

                                                           
32

 Ibid., 90. 
33

 Ibid.  
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Fiqh Siya<sah Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan 

Konflik Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo 

Kabupaten Gresik).
34

 

b. Organizing  

Yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang 

diperlukan, dan yang sudah direncanakan dalam rumusan masalah. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan menyusun kembali data Analisis Fiqh Siya<sah 

Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di 

Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa (Studi Kasus Di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten 

Gresik)  sesudah melalui proses editing.
35

 

5. Teknik Analisis Data 

Adalah proses dimana data pada penelitian ini diolah dengan metode 

deskriptif analisis. Dan dengan menggunakan pola pikir deduktif.  Pada 

penelitian mendeskripsikan kewenangan Kepala Desa dengan berlandaskan 

dasar hukum dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh 

Siya<sah di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
36
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 Ibid., 90. 
35

 Ibid., 92. 
36

 Ibid. 
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I. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian lebih mudah 

dipahami dan sistematis dalam penyusunannya, dan tidak keluar dari jalur yang 

sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi dalam lima bab 

penelitian sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, 

identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi landasan teori landasan teori fiqh siya<sah, pada bab ini 

akan diuraikan tentang teori fiqh siya<sah meliputi definisi, ruang lingkup, fiqh 

siya<sah termasuk siya<sah dustu>riyah.  

Bab ketiga, berisi tentang Kewenangan Kepala Desa Dalam Menangani 

Konflik Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa . 

Bab keempat, merupakan analisis terhadap data penelitian yaitu 

‚Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat 

Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam 

Perspektif Fiqh Siya<sah (Studi Kasus di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo 

Kabupaten Gresik)‛. 

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan 

dari pembahasan dan kritik saran.  
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BAB II 

TINJAUAN  UMUM  MENGENAI SIYA<SAH  DUSTU>RIYAH  DALAM 

FIQH SIYA<SAH 

 

A. Pengertian Fiqh Siya<sah   

Fiqh secara etimologis berarti ‚paham yang mendalam‛. Bila ‚paham‛ 

dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham 

yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Karena itulah at-Tirmidzi 

menyebutkan, ‚fiqh tentang sesuatu‛, berarti mengetahui batinnya sampai 

kepada kedalamannya.
37

 

Kata ‚Faqaha‛ diungkapkan dalam Al-quran sebanyak 20 kali, 19 kali 

diantaranya digunakan untuk pengertian ‚kedalaman ilmu yang dapat diambil 

manfaat darinya.‛ Berbeda dengan ilmu yang sudah dibentuk pasti (qath’i), fiqh 

merupakan ‚ilmu‛ tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut (istilah) 

fiqh adalah ‚ Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat 

amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci ( tafsili)38
 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa ‚fiqhu‛ atau ‚paham‛ tidak sama 

dengan ‚ilmu‛ walaupun wazan (timbangan) lafazhnya sama. Meskipun belum 

menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari segi kesiapannya menangkap 

apa yang dituntut. Ilmu bukanlah dalam bentuk zhanni seperti paham atau fiqh 

yang merupakan ilmu dalam hukum yang zhanni dalam dirinya.
39

 

                                                           
37

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 2. 
38

 Ibid, 2. 
39

 Ibid., 13. 
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Secara terminologis fiqh adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum yang 

sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya 

yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil 

dari dasar-dasarnya, al-quran dan Sunnah). Jadi fiqh menurut istilah adalah 

pengetahuan tentang agama islam yang disusun oleh mujtahid yakni orang yang 

mumpuni dalam agama islam untuk ber-ijtihad yang diperolehnya dari sumber al-

quran dan hadist nabi.
40

 

لمُ بِااْلَأحْكأَمِ  ْْ رِ يْ عَةِ الْعَمَلِيَةِ الْمُسْتَ نْبِطةَِ مِنْ ادََلَّتِهَا الْت َّفْصِيْلِهَااالَْعِ  41الشَّ

Artinya:  

Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat 

amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). 

 

 Sedangkan kata siya>sah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, 

mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan 

dan politik. Siya>sah secara terminologis dalam lisan al-Arab, adalah mengatur 

atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siya>sah 

adalah ilmu pemerintahan untuk mengatur tugas dalam negeri dan luar negeri, 

yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni 

mengatur kehidupan umum dengan berdasarkan keadilan.
42

 

                                                           
40

 Suyuthi Pulungan, Fikih  Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2014), 21. 
41

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah  (Kontekstual Doktrin Politik Islam), (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2007) , 3. 
42

 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam.., 5. 
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Menurut Abdul Wahhab Khhallaf mendefinisikannya sebagai ‚undang-

undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta 

mengatur keadaan‛.
43

 

Ibn Mazhur mendefinisikan bahwasannya siya<sah  adalah  mengatur atau 

memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.
44

 

Sedangkan menurut Ibn. ‘Abid al-Diin membuat definisi luas mengenai 

siya<sah  yaitu kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada 

jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan siya<sah  itu dari para nabi 

secara khusus dan umum, baik lahir maupun batin.
45

 

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh dan siya<sah  dari 

segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dinyatakan 

oleh ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqh siya<sah   

adalah ‚ suatu ilmu yang mempelajari hal ihwal dan pengaturan urusanumat dan 

Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat 

oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat 

untuk mewujudkan kepada hal yang mendatangkan kebaikan umat.
46

 

 

B. Ruang Lingkup Fiqh Siya<sah   

Dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siya<sah  , 

memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari segi pembagian ruang lingkup fiqh 

siya<sah. Namun perbedaan tersebut tidaklah menjadi patokan dasar dalam 

                                                           
43

 Ibid., 6. 
44

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah  (Kontekstual Doktrin Politik Islam).., 4. 
45

 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam.., 5. 
46

 Ibid., 6. 
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berpikir, karena hanya bersifat teknis saja. Menurut Imam al-Mawardi, didalam 

kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaaniyyah, lingkup kajian fiqh siya<sah  

mencakup sebagai berikut:
47

 

1. Siya<sah Dustu>riyah; 

2. Siya<sah Ma>liyah; 

3. Siya<sah Qadlaiyah; 

4. Siya<sah Harbiyah; 

Menurut Abdul Wahab Khalaf membagi fiqh Siya<sah dalam tiga bidang 

kajian, yaitu:
48

 

1. Siya<sah Qadlaiyah; 

2. Siya<sah Ma>liyah; 

3. Siya<sah Dauliyah. 

Selanjutnya oleh Imam Ibn Taimiyyah didalam kitabnya yang 

berjudul al-Siyaasah al-Shar’iyyah, ruang lingkup fiqh Siya<sah adalah sebagai 

berikut:
49

 

1. Siya<sah Qadlaiyah; 

2. Siya<sah Ma>liyah; 

3. Siya<sah Dauliyah/ Siya>sah Khar>ijiyyah; 

4. Siya<sah Idariyah. 

      Dari beberapa pembagian ruang lingkup fiqh Siya<sah di atas, maka 

penulis mengelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, siya<sah dustu>riyah, yang 

                                                           
47

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah..., 13. 
48

 Ibid. 
49

 Ibid.,14. 
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mencakup tentang siya<sah tasri’iyah, berisi pengkajian tentang penetapan hukum 

yang sesuai dengan syariat, siya<sah qadlaiyah syar’iyah berisi tentang peradilan 

yang sesuai menurut syariat, siya<sah idhariyah syar’iyah berisi tentang 

administrasi yang sesuai syariat.50
 

Kedua, siya<sah ma>liyah yang mengatur hubungan di antara orang-orang 

kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, mengatur perbankan, 

sumber-sumber keuangan Negara, baitul maal dan sebagainya yang berkaitan 

dengan harta dan kekayaan Negara. 
51

 

Ketiga, siya<sah dauliyah/ siya>sah khar>ijiyyah yaitu siya<sah yang 

berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dengan warga 

non muslim yang ada di negara Islam, hukum yang membatasi hubungan negara 

Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang.
52

 

 

 

C. Pengertian Siya<sah  Dustu>riyah   

Kata dustu>ri berasal dari bahasa persia yang berarti seseorang yang 

memiliki kekuasaan yang sah, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah 

mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustu>r berkembang 

pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dustu>r berarti 

kumpulan kaidah yang mengatur hal dasar dan hubungan kerja sama antara 

                                                           
50

 Suyuthi Pulungan , Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah ..., 44. 
51

 Ibid., 45. 
52

 Ibid. 
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sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis 

(konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).
53

 

Abul A’la al-Maududi menakrifkan bahwa dustu>r adalah suatu dokumen 

yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu 

negara. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kata dustu>r sama dengan 

constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa 

Indonesia, kata-kata  ‚dasar‛  tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustu>r 

di atas.
54

 

Suyuthi Pulungan menyatakan bahwa definisi dari siya<sah dustu>riyah 

adalah siya<sah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk 

pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan 

kekuasaan yang sudah biasa bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-

hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa 

dan rakyat.
55

 

Maka, siya<sah dustu>riyah adalah fiqh siya<sah yang membahas masalah 

perundang-undangan Negara agar berjalan beriringan dengan nilai-nilai syariat, 

dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan 

kepala Negara, batasan kekuasaan yang sudah biasa bagi pelaksanaan urusan 

umat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat menyangkut hal-hal yang 

                                                           
53

 M.Iqbal‚Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam.., 4. 
54

 Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu 

Syariah,(Jakarta: Kencana, 2017) , 50. 
55

 Suyuthi Pulungan ‚Fikih Siyasah.., 40. 
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mendasar dari suatu pemerintahan yaitu keharmonisan/kerukunan bubungan 

antara warga negara dengan pemimpinnya untuk memenunhi kebutuhannya. 
56

  

Beberapa sumber hukum Islam yang dijadikan pedoman siya<sah 

dustu>riyah yakni sebagai berikut al-Qur’an al-Karim dan hadist, terutama hadist-

hadist yang berhubungan dengan ima>mah, dan kebijakan Rasullullah SAW dalam 

menerapkan hukum.
 57

 

 Adapun objek kajian dari siya<sah dustu>riyah adalah  membahas masalah 

perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-

konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang 

undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-

undang), lembaga demokrasi yang merupakan dasar penting dalam perundang-

undangan tersebut. Atau dengan bahasan lain, siya<sah dustu>riyah membahas 

peraturan yang dipatuhi dalam suatu Negara mulai dari pembuatan, peringkasan 

serta lembaga kerakyatan.  

Di samping itu, objek kajian ini juga membahas konsep negara hukum 

dalam siya<sah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara 

serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.
58

 

Firman Allah dalam Al-Qur’an yakni surah an-Nisa’ ayat 58-59 

ٔا  ٍُ ن تََهُْ
َ
جًُ بَيَْْ النَّاسِ أ ٍْ ا وَإِذَا حَهَ َٓ يِ ْْ َ

اُاَتِ إلََِٰ أ ٌَ
َ
ن ثؤَُدُّوا الْْ

َ
ًْ أ مُركُُ

ْ
َ يأَ ۞إنَِّ اللََّّ
ٍِيػًا بصَِيًراباِىػَْدْلِِۚ إنَِّ  َ كََنَ سَ ِِّۗ إنَِّ اللََّّ ِ ا يػَِظُلًُ ب ٍَّ َ ُػِِ   59 اللََّّ

                                                           
56

 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam.., 4. 
57

 Ibid. 
58

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam).., 177. 
59

 Qur‟an In Word : An-Nisa 58 
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Artinya:  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar 

lagi Maha Melihat. 

 

ا  َٓ ا زَوجَۡ َٓ ِۡ ٌِ َِ جَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وخََيَقَ  ٌّ ِي خَيلََلًُ  ًُ ٱلََّّ أْ رَبَّلُ لُ ا ٱلنَّاسُ ٱتَّ َٓ حُّ
َ
أ وَبَحَّ يََٰٓ

َ كََنَ  ۚٗ إنَِّ ٱللََّّ رحَۡامَ
َ
ِي تسََاءَٓلُٔنَ بِّۦِ وَٱلْۡ َ ٱلََّّ ْ ٱللََّّ أ لُ ۚٗ وَٱتَّ ا وَنسَِاءٓا ا رجَِالٗا نَثيِرا ٍَ ُٓ ِۡ ٌِ

ا ًۡ رَقيِبا     60غَيَيۡلُ

 
Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. 

 

Ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk patuh kepada 

Allah SWT, dengan mengamalkan isi al-Qur’an, melaksanakan hukum-hukum 

yang telah ditetapkan-Nya. Karena segala yang diperintahkan Allah bertujuan 

untuk kemaslahatan umat, dan apa yang dilarang karena mengandung mudharat. 

Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW pembawa amanat 

dari Allah SWT untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-hamba-Nya. Dia 

ditugaskan untuk menjelaskan kepada seluruh umat-Nya.  

Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri adalah 

orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah 
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sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya 

dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan kitab al-

Qur’an dan hadits. Jika tidak demikian, maka kita tidak wajib melaksanakannya, 

karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang 

merupakan dosa kepada Allah SWT. Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan 

tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada al-Qur’an dan 

hadits  

Dari kedua ayat diatas dijelaskan bahwasannya seseorang yang 

memegang kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah maka wajib ditaati oleh 

rakyatnya apabila pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan 

bagi kemaslahatan bersama namun peraturan perundang-undangan tersebut 

haruslah mengacu dan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam 

Al-Qur’an dan Sunnah. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

objek kajian dari siya<sah dustu>riyah  yaitu antara lain:
61

 

1. Siya<sah tasyri’iyah, termasuk didalamnya persoalan ahlu al-hall wa al-‘aqdi, 

perwakilan rakyat. Hubungan muslimin dengan non muslim di suatu negara. 

2. Siya<sah tanfidiyah, yang didalamnya termasuk persoalan ima>mah, baiat, 

wizarah, wali al ahdi. 

3. Siya<sah idariyah, termasuk di dalamnya yaitu masalah-masalah 

administratif dan kepegawaian. 
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D. Pengertian Ima>mah (Khalifah) 

Dalam terminologi Islam, istilah pemimpin tertinggi disebut dengan 

khalifah, ima>m dan amir. Arti kata khalifah, yang bentuk jamaknya khulafa’ dan 

khalaf yang berasal dari kata khalafa adalah ‚pengganti‛ yaitu seseorang yang 

menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dalam ensiklopedia 

Inggris, khalifah  berarti ‚wakil‛ (deputy), ‚pengganti‛ (successor), ‚penguasa‛ 

(vicegerent). Dalam ensiklopedi Indonesia khalifah adalah istilah ketatanegaraan 

Islam dan berarti kepala Negara atau pemimpin tertinggi umat Islam. 
62

 

Menurut istilah, khalifah adalah pemimpin yang menggantikan posisi 

Nabi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab umum terhadap pengikut 

agama ini untuk membuat manusia tetap mentaati segala aturan-Nya yang 

mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia, dan orang hina dihadapan 

kebenaran sebagai khalifah Rasul dalam memelihara dan mengatur dunia. 

Dengan demikian dapat dikatakan, kata khalifah yang berarti ‚pengganti‛ telah 

berkembang menjadi ‚sebutan bagi pemimpin masyarakat muslim‛.
63

 

Al Mawardi menyebutkan bahwa keberadaan ima>mah ini untuk 

menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur 

kehidupan dunia. Sependapat dengan itu Abd Al Qadir’Audah dalam Muhammad 

Iqbal mendefiniskan bahwa khilafah atau ima>mah adalah kepemimpinan umum 

umat muslim dalam persoalan kehidupan dan keagamaan untuk menggantikan 
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nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala 

hal yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.
64

 

Di dalam al-Qur’an kata khilafah terdapat beberapa bentuk mufrad 

maupun jamak yang dapat kita temukan. Berikut telah dikemukakan terjemahnya 

menurut kitab al-Qur’an, yang ada di dalam beberpa surat, sebagai berikut. 

Qs. al-Baqarah : Ayat 30 

َ وَإِذْ كاَلَ رَ  ٌَ ا  َٓ تََػَْوُ فيِ
َ
أ أ ُ ًۖ كاَل رضِْ خَييِفَةً

َ
لََنهَِةِ إنِِّّ جَاغِوٌ فِِ الْْ ٍَ بُّمَ ليِْ

 ًُ غْيَ
َ
سُ لمًََۖ كاَلَ إنِِّّ أ دِكَ وَجُلَدِّ ٍْ َُ نسَُبّحُِ بَِِ اءَ وَنََْ ٌَ ا وَيسَْفِمُ الِّ َٓ حُفْسِدُ فيِ

ٔنَ  ٍُ ا لَٗ تَػْيَ ٌَ 65    
Artinya:  

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui. 

 Kata khalifat dalam surat al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa Nabi 

Adam dan keturunannya adalah pengganti makhluk lain di Bumi untuk 

memakmurkannya dan sebaghai ‚Wakil Tuhan‛ melaksanakan hukum-hukum-

Nya di Bumi. Sedangkan dalam kitab al-Qur’an  dan terjemahnya tidak 

menerjemahkan kata itu melainkan tetap menyebutkan khalifah.
66
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Dalam kitab tafsir, menurut ahli takwil kata itu mengandung beberapa 

maksud. Pertama, bahwa penghuni bumi yang pertama adalah makhluk jin, 

kemudian makhluk iblis. Kaena kedua jenis makhluk ini selalu menyebar 

kerusakan, menumpahkan darah dan saling membunuh, maka Allah menciptakan 

Adam dan turunannya sebagai pengganti jin dan iblis untuk memakmurkan bumi 

ini.  Kedua, bermaksud menggantikan sebagian atas sebagian, yaitu anak-anak 

akan menggantikan Ayah mereka, setiap generasi makhluk akan menggantikan 

generasi makhluk sebelumnya. Ketiga, Allah menjadikan khalifah bagi-Nya di 

Bumi untuk melaksanakan peraturan-Nya di antara makhluk-Nya. Keempat, 

Allah menjadikan khilafah-Nya di Bumi untuk menggantikan-Nya dalam 

melaksanakan hukum di kalangan makhluk-Nya. Wakil yang dimaksud adalah 

Adam dan turunannya yang taat kepada Allah agar menetapkan hukum dengan 

adil di antara mereka.
67

 

Qs. Shad : Ayat 26 

ىٰ  َٔ َٓ ۡ قِّ وَلَٗ ثتََّبعِِ ٱل رۡضِ فَٱحۡلًُ بَيَْۡ ٱلنَّاسِ بٱِلَۡۡ
َ
يَدَٰاوۥُدُ إَُِّا جَػَيۡنَمَٰ خَييِفَةا فِِ ٱلْۡ

 ًۡ ُٓ َ ِ ل ََ يضَِئُّنَ غََ سَبيِوِ ٱللََّّ ِي ِۚٗ إنَِّ ٱلََّّ ا نسَُٔاْ فَيُضِيَّمَ غََ سَبيِوِ ٱللََّّ ٍَ ِ غَذَابٞ شَدِيدُُۢ ب
ٔۡمَ ٱلۡۡسَِابِ    68يَ

Artinya:  

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 

adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 
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sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari perhitungan. 

 Kata khalifat dalam surat Shad berarti penguasa dan pengganti. Al-

Qur’an dan terjemahnya menerjemahkannya dengan ‚penguasa‛. Adapun 

kandungan kata itu tersebut, Allah menjadikan Nabi Daud sebagai penguasa atau 

pengganti rasul-rasul sebelumnya untuk melaksanakan hukum di antara penghuni 

bumi, dan atau menjadikannya sebagai raja.
69

 

Qs. An-Nur Ayat 55 

 ٍَ رۡضِ نَ
َ
ًۡ فِِ ٱلْۡ ُٓ َِّ يٰحَِٰتِ ىيََسۡجَخۡيفَِ ْ ٱىصَّ أ ٍِيُ ًۡ وغََ ٌِِلُ  ْ أ ُِ ٌَ ََ ءَا ِي ُ ٱلََّّ ا وغََدَ ٱللََّّ

َُۢ بَػۡ  ِ ٌّ  ً ُٓ لَنَّ ًۡ وَلََُبَدِّ ُٓ َ ِي ٱرۡثضَََٰ ل ًُ ٱلََّّ ُٓ َِ ًۡ ديِ ُٓ َ هِّنَََّ ل ٍَ ًۡ وَلََُ ِٓ ٌَِ قَبۡيِ  ََ ِي دِ ٱسۡجَخۡيَفَ ٱلََّّ
ۚٗ حَػۡبُدُوُنَِِ لَٗ يشُِۡۡكُٔنَ بِِ شَۡ  ا اِ ٌۡ

َ
ًۡ أ ِٓ ِ ف ۡٔ ًُ خَ ُْ وْلََٰٓهمَِ 

ُ
َ كَفَرَ بَػۡدَ ذَلٰمَِ فَأ ٌَ ٔٔٔااۚٗ وَ

   70ٱىۡفَسِٰلُٔنَ 
Artinya:  

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 

dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan 

menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah 

menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan 

meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, 

dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka 

dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku 

dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan 

barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah 

orang-orang yang fasik. 

 Kata istakhlafa dan yastakhlif dalam surat al-Nur berarti bahwa orang-

orang mukmin yang taat dan beramal saleh akan dijadikan penguasa di Bumi. 

Dua kata itu oleh al-Qur’an dan terjemahnya diterjemahkan berkuasa. Makna 
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yang terkandung dalam ayat itu adalah Allah akan mewariskan bumi yang 

ditempati orang-orang musyrik dari orang-orang Arab dan non-Arab kepada 

orang-orang mukmin  yang taat dan beramal saleh. Kemudian ia 

menganugerahkan mereka kekuasaan untuk mengaturnya. Ini telah  menjadi 

kenyataan dalam sejarah bahwa jazirah Arab dan sekitarnya yang dikuasai oleh 

orang-orang musyrik baik Arab maupun non Arab kemudian dalam waktu singkat 

dapat dikuasai oleh umat Islam sebagai hasil perjuangan keras mereka atas dasar 

Iman dan takwa untuk menyebarkan kebenaran Islam.
71

 

Qs. Al-An’am Ayat 133 

ا ٌَّ َُۢ بَػۡدِكًُ  ٌِ ًۡ وَيسَۡجَخۡيفِۡ   يذُْۡبِۡلُ
ۡ
آ  وَرَبُّمَ ٱىۡغَنُِِّ ذُو ٱلرَّحَۡۡةِِۚ إنِ يشََأ ٍَ يشََاءُٓ نَ

 ََ مٍ ءَاخَرِي ۡٔ َِ ذُرّيَِّةِ كَ ٌّ كًُ 
َ
نشَأ

َ
   72أ

Artinya:  

Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat. Jika Dia 

menghendaki niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantimu 

dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu (musnah), 

sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang 

lain. 

 Dalam surat al-An’am kata yastakhlif berarti pengganti‛, yaitu setiap 

generasi umat akan digantikan oleh generasi berikutnya. Dan dalam surat 

tersebut mengandung maksud Allah akan mendatangkan makhluk atau bangsa-

bangsa lain untuk menggantikan bangsa yang musnah.
73

 

Qs. Al-An’am Ayat 156 

                                                           
71

 Suyuthi Pulungan , Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran,..,55. 
72

 Qur’an In Word : al-An’am 133, 
73

 Suyuthi Pulungan , Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran,.., 56. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 
 

 َٔ ُْ ًۡ فِِ  وَ كُ َٔ َبۡيُ قَ بَػۡضٖ دَرَجَتٰٖ لَِّ ۡٔ ًۡ فَ رۡضِ وَرَفَعَ بَػۡضَلُ
َ
ًۡ خَلََٰٓهفَِ ٱلْۡ ِي جَػَيَلُ ٱلََّّ

 ُۢ ًُ ۥ ىَغَفُٔرٞ رَّحِي ُّ ۗۡ إنَِّ رَبَّمَ سََِيعُ ٱىۡػِلَابِ وَإَُِّ ًۡ آ ءَاثىَلُٰ ٌَ74   
 

Artinya:  

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 

meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa 

derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

 Dalam surat al-An’am ayat 165 kata khalaif menjelaskan bahwa kepada 

Nabi Muhammad SAW. Bahwa beberapa kurun sebelumnya telah ada berbagai 

umat itu yang lenyap. Nabi Muhammad SAW dan umatnya menggantikan umat 

itu sebagai pengganti-pwngganti (khalifah-khalifah) di bumi untuk 

memakmurkannya.
75

 

Qs. Yunus Ayat 14 

ئُنَ  ٍَ ًۡ لِنَِظُرَ نَيۡفَ تَػۡ َُۢ بَػۡدِِْ ٌِ رۡضِ 
َ
ًۡ خَلََٰٓهفَِ فِِ ٱلْۡ ًَّ جَػَيۡنَلُٰ    76ثُ

 

Artinya:  
Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka 

bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu. 

Di dalam surat yunus ayat 14 kata khalaif menjelaskan bahwa 

memperingatkan umat manusia bahwa Tuhan telah memusnahkan beberapa umat 

manusia dari abad ke abad lantaran dosa-dosa dan kekufuran mereka terhadap 
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Tuhan. Lalu ia menggantikan dengan umat lain untuk melihat karya dan amal 

perbuatan mereka  sebagai khalifah-khaifah di bumi. 
77

 

Qs. Hud Ayat 57 

ًۡ وَلَٗ  كُ ا غَيۡرَ ًٌ ۡٔ ۚٗ وَيسَۡجَخۡيفُِ رَبِّّ كَ ًۡ رسِۡيۡتُ بِّۦِٓ إلََِۡلُ
ُ
ٓ أ ا ٌَّ بيۡغَۡجُلًُ 

َ
ْ فَلَدۡ أ ا ۡٔ ىَّ َٔ فإَنِ ثَ

وَُ  ۥ شَۡ ثضَُُُّ ءٍ حَفِيظٞ ُّ ِ شَۡ
ٰ كُّ   78ٔٔٔاًۚٗ إنَِّ رَبِّّ عََلَ

 
Artinya:  

Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan 

kepadamu apa (amanat) yang aku diutus (untuk menyampaikan)nya 

kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain 

(dari) kamu; dan kamu tidak dapat membuat mudharat kepada-Nya 

sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala 

sesuatu. 

Di dalam surat Hud ayat 57 mengandung maksud bahwa kaum Nabi Hud, 

‘Ad, yang ingkar kepadaTuhan dimusnahkan Tuhan dan diganti dengan kaum 

yang mengesakan-Nya dan beribadah secara ikhlas kepada-Nya.
79

 

Qs. Al-A’raf Ayat 129 

يمَِ  ۡٓ ن حُ
َ
ًۡ أ ۚٗ كاَلَ غَسََٰ رَبُّلُ َِا ا جِئۡتَ ٌَ َُۢ بَػۡدِ  ٌِ َِا وَ ثيَِ

ۡ
ن ثأَ

َ
ٌَِ قَبۡوِ أ َِا  وذيِ

ُ
ْ أ ٔٓا ُ كاَل

رۡ
َ
ًۡ فِِ ٱلْۡ ًۡ وَيسَۡجَخۡيفَِلُ ئُنَ غَدُوَّكُ ٍَ    80ضِ فَيَِظُرَ نَيۡفَ تَػۡ

 

Artinya:  

Kaum Musa berkata: "Kami telah ditindas (oleh Fir'aun) sebelum kamu 

datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab: "Mudah-
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mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah 

di bumi(Nya), maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. 

 Dalam surat alA’raf ayat 129 bahwa setelah fir’aun dan kaumnya yang 

memusuhi Nabi Musa musnah, Allah akan menjadikan Nabi Musa dan 

pengikutnya yang setia  sebagai pengganti fir’aun dan kaumnya.
81

 

 Dari beberapa surat di atas kata yastakhlif dalam surat al-An’am ayat 

133, surat al’A’raf ayat 129, surat Hud ayat 57, kata khalaif dalam surat al-

An’am ayat 165, surat yunus ayat 14, surat al-A’raf ayat 129, berarti ‚pengganti‛ 

yaitu setiap generasi umat akan digantikan oleh generasi berikutnya. Kitab al-

Qur’an dan terjemahnya menerjemahkan kata-kata tersebut dengan 

menggantikan, menjadikan khalifah dan tetap menyebutnya khalifah-khalifah.82 

Dan dari uraian di atas dapat ditegaskan kembali bahwa kata khalifat dan 

bentuk-bentuk lain yang digunakan oleh al-Qur’an mengandung beberapa arti 

dan maksud. Yang petama, manusia dijadikan oleh Tuhan sebagai makhluk 

pendahulunya sebagai yaitu jin dan iblis yang selalu membuat kerusakan untuk 

melaksanakan hukum-hukum Tuhan dan memakmurkan bumi. Kedua, umat 

manusia seluruhnya dijadikan oleh Tuhan penguasa bumi dan kepada mereka 

diberikan kemampuan untuk mengolahnya dan melaksanakan hukummenurut 

batas-batas yang ditetapkan oleh Tuhan. Ketiga, orang yang memiliki kekuasaan 

sebagai anugerah dari Allah untuk memobilisasi seluruh sumber kekayaan dari 

alam. Keempat, Tuhan menjadikan manusia dari satu generasi ke generasi umat 
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secara bergantian untuk menguji siapa diantara umat-umat itu yang paling baik 

karya dan amal perbuatannya. Kelima, orang-orang mukmin akan dikaruniai 

kekuasaan oleh Allah bila mereka benar-benar taat dan berbuat amal saleh.
83

 

Dari berbagai penjelasan di atas kita bisa mengetahui bahwa ima>m 

dinamakan khalifah, karena ia menggantikan Rasulullah SAW dalam umatnya. 

Oleh karena itu, imam dibenarkan dipanggil dengan sebutan, ‚Wahai Khalifah 

Rasulullah!‛. Namun secara umum dipanggil khalifah. Terdapat perbedaan 

pendapat para ulama, bolehkah ima>m dipanggil dengan sebutan ‚Wahai khalifah 

Allah?‛
84

 

Sebagian ulama membolehkannya, karena ia menunaikan hak-hak Allah 

Ta’ala pada hamba-hamba-Nya dan juga karena firman Allah dalam Qs. Al-

An’am Ayat 165: 

ًۡ فِِ  كُ َٔ َبۡيُ قَ بَػۡضٖ دَرَجَتٰٖ لَِّ ۡٔ ًۡ فَ رۡضِ وَرَفَعَ بَػۡضَلُ
َ
ًۡ خَلََٰٓهفَِ ٱلْۡ ِي جَػَيَلُ َٔ ٱلََّّ ُْ وَ

 ُۢ ًُ ۥ ىَغَفُٔرٞ رَّحِي ُّ ۗۡ إنَِّ رَبَّمَ سََِيعُ ٱىۡػِلَابِ وَإَُِّ ًۡ آ ءَاثىَلُٰ ٌَ85  
 

Artinya:  

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 

meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa 

derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Jumhur ulama tidak membolehkan penyebutan seperti itu, dan memvonis 

dusta orang yang menyatakannya. Mereka berkata, ‚khalifah (pemimpin) itu 
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menggantikan orang yang hilang, atau mninggal dunia, sedang Allah tidak hilang 

atau mati. Pernah dikatakan kepada Abu Bakar Radhiyallahu Anhu, wahai 

khalifah Allah! Abu Bakar menjawab, ‘Aku bukan khalifah Allah, namun 

khalifah Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam.‛
86

 

 

E. Hak-Hak dan Kewajiban Ima>m 

Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak 

untuk dibantu. Akan tetapi berdasarkan sejarah, ada hak lain bagi ima>m, yaitu 

hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul-mal untuk keperluan hidupnya dan 

keluarganya secara patut, sesuai kedudukan sebagai imam. Hak yang ketiga ini 

pada masa Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil 

dagangannya itulah beliau memberi nafkah ke keluarganya. Kemudia para 

sahabat bermusyawarah, tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas-tugas 

yang banyak dan masih harus berdagang untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Akhirnya diberi gaji 6000 dirham dalam satu tahun. Dalam riwayat 

lain digaji 2000 sampai 2500 dirham. Bagaimanapun perbedaan-perbedaan 

pendapat di dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar , satu hal yang pasti 

bahwa pada waktu itu kaum muslimin membuat satu prinsip penggajian kepada 

khalifah.
87

 

Hak itu sendiri akan datang apabila kewajiban telah dilaksanakan. Seperti 

halnya kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila segala kewajiban 
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dalam menjalankan perintah-perintah Allah dijalankan ketika di dunia. Demikian 

pula dengan kewajiban imam, yang dikemukakan oleh Al-Mawardi sebagai 

berikut:
88

 

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang 

ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat salaf. Jika muncul 

pembuat bid’ah atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia 

menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan 

menindakkan sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama 

tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari hal 

yang sesat; 

2. Menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan 

menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara merata; 

3. Memelihara dan menjaga kemanan negara agar manusia dapat hidup tentram 

dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta bepergian dengan aman, tanpa 

ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya; 

4. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani menentang hukum 

dan memelihara hak-hak hamba dari segala kerusakan; 

5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan 

kekuatan yang sangat ulit untuk dikalahkan hingga musuh tidak mampu 

menyerang dan menumpahkan darah muslim serta merusak kehormatan 

orang-orang muslim; 
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6. Memerangi orang yang menentang ajaran Islam jika setelah dilakukan 

dakwah dengan baik-baik tetapi dia tidak masuk Islam dan tidak pula jadi 

kafir dzimi; 

7. Memungut fai (harta yang didapatkan dari kau muslimin tanpa pertempuran)  

dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat atas dasar 

nash atau ijtihad tanpa ragu;  

8. Menentuka kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak 

menerimanya dari baitul mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan dan 

membayarkannya tepat pada waktunya; 

9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam 

menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara 

kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang 

ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur; 

10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina 

umat dalam menangani segala persoalan dan melindungi agama. 

Tugas tugas tersebut, harus benar-benar dilaksanakan dengan adil tanpa 

mengikuti hawa nafsunya. Jika seorang pemimpin mengikuti hawa nafsu ketika 

menjalankan kewajibannya maka ia termasuk orang yang sesat. Karena 

pertanggungjawaban umat, ada pada pemimpinnya, jika ia tidak melaksanakan 

maka kelak ia harus mempertanggungjawabkannya apa yang telah ia perbuat 

terhadap kewajibannya. :
89
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BAB III 

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI 

MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 

2014 TENTANG DESA  

 

A. Gambaran Umum Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. 

Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik merupakan salah 

satu tempat yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 

335,667 Ha. Pembagian wilayah di Desa Mulung terbagi menjadi beberapa 

Dusun,  yaitu Dusun Mulung yang terdiri dari 8 (delapan ) RT dan 4 (empat) 

RW, Dusun Paras yang terdiri dari 4 ( RT ) dan 2 (dua ) RW, Perum TNI AL 

terdiri dari 15 (Dua belas ) RT dan 2 (dua ) RW, Dusun Mojokopek yang terdiri 

dari 2 (dua ) RT dan 1 (satu ) RW. Pembagian tersebut sudah termasuk tambahan 

wilayah yang sebelumnya hanya Dusun Mulung, Paras dan Mojokopek. Kondisi 

geografis Desa Mulung juga masih terbilang pedesaan namun tidak terlalu 

pelosok, karena sudah dekat dengan daerah perkotaan, namun kondisi alam 

pedesaan yang dikelilingi area pertanian dan sawah yang digunakan masyarakat 

bertani masih sangat terjaga. Desa Mulung juga sangat strategis dengan tempat-

tempat umum seperti puskesmas, sekolah baik Negeri ataupun Swasta, tempat 

belajar non formal, pasar dan masih banyak lagi yang dapat dijangkau 

masyarakat.
90

 

                                                           
90

Profil Desa Mulung Kec. Driyorejo. Kab. Gresik. 

45 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 
 

Secara administratif Desa Mulung berbatasan dengan Desa-Desa sebelah. 

Di sebelah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gadung, sebelah Timur 

berbatasan dengan Desa Bambe, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Desa 

Bambe dan Desa Cangkir serta, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tenaru 

dan Desa Petiken. Dan juga memiliki jarak pada wilayah tertentu, yaitu:
91

 

1. Jarak dari pusat Pemerintah Kecamatan  : ±    2 Km 

2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten  : ±  20 Km 

3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi   : ±  17 Km 

4. Jarak dari Pusat Ibu Kota Negara  : ± 175 Km 

      Berdasarkan data administrasi pemerintah, penduduk Desa Mulung terdiri 

dari 1.430 KK, dengan jumlah total penduduk 4.875 jiwa, dengan rincian 2394 

laki-laki dan 2393 perempuan. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang selalu 

mengalami peningkatan, yang tidak lain disebabkan oleh banyaknya pendatang 

yang bekerja serta berdomisili di Desa Mulung, dan banyaknya pasangan yang 

baru menikah, memiliki anak dan memutuskan tinggal di Desa Mulung. Maka 

secara otomatis akan menambah banyaknya jumlah penduduk.
92

 

Kehidupan penduduk Desa Mulung termasuk sejahtera, karena sebagian 

besar memiliki pekerjaan masing-masing. Serta angka kemiskinan dari tahun ke 

tahun sudah cukup rendah di Desa ini. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap 

tahun, dari tahun-tahun sebelumnya sudah terdapat peningkatan kesejahteraan. 

Karena, di tahun sebelumnya penduduk yang belum memiliki pekerjaan cukup 

banyak.  Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Mulung dapat 
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terindentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan, industri 

PNS, ABRI/POLRI, jasa, pertukangan dan guru. Berdasarkan data yang ada 

masyatrakat yang bekerja di bidang pertanian berjumlah 542 orang, yang bekerja 

dibidang perdagangan berjumlah 222 orang, yang bekerja dibidang industri 

berjumlah 748 orang, yang sebagai PNS berjumlah 29 orang, yang bekerja 

sebagai ABRI/POLRI berjumlah 255 orang, yang bekerja dibidang jasa sebanyak 

32 orang, yang bekerja sebagai tukang berjumlah 346 dan yang bekerja sebagai 

guru sekolah sebanyak 50 orang.
93

  

Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian 

berjumlah 2.224 orang.  Berdasarkan data di atas maka angka pengangguran di 

Desa Mulung masih terbilang rendah. Karena dari tahun-tahun sebelumnya, 

masyarakat Desa Mulung yang masing belum bekerja sangat banyak jumlahnhya. 

Seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyaknya industri, perdagangan dan 

semakin banyaknya golongan terpelajar yang semakin inovatif sehingga angka 

pengangguran yang semakin sedikit.
94

 

            Pelayanan kesehatan di daerah Desa Mulung juga sudah lebih baik. 

Khusus untuk kesehatan anak-anak, imunisasi dan cek kesehatan telah disediakan 

di posyandu yang diadakan cek kesehatan dalam skala waktu tertentu. Hal ini 

bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Desa dalam hal kesehatan 

agar selalu terjaga. Karena kesejahteraan warga juga dilihat dari tingkat 

kesehatannya. Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan lebih lanjut bisa 

mendatangi Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada tidak jauh dari Desa 
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Mulung, dapat ditempuh dalam waktu 15 menit. Lebih tepatnya berada di Desa 

Cangkir, dekat dengan kantor Kecamatan Driyorejo.
95

 

        Struktur pemerintahan Desa Mulung, dalam penyusunan organisasi dan tata 

kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan 

Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 

Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dan dibentuk 

dengan Keputusan Bupati tahun 2013. Dan saat ini pemerintahan Desa Mulung 

dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Bapak Bambang Jatmiko, S.T serta 

dibantu oleh perangkat desa dengan tugas Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, 

Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Perencanaan, 

Kepala Seksi, Kesejahteraan Rakyat, Kepal Seksi Pelayanan, Kepala Dusun. 
96

 

Sarana pendidikan di Desa Mulung juga termasuk memadai, mulai dari 

pendidikan formal PAUD, TK, SD, SLTP, SMA dan non formal seperti Pondok 

Pesantren, Taman Pendidikan al-Qur’an, Madrasah Diniyah. Hanya saja khusus untuk 

pendidikan pelatihan guna mengembangkan potensi SDM warga, masih belum 

memadai dikarenakan masih belum tersedia lembaganya dan tenaga kerja 

pendidik masih belum ada. Sehingga potensi pengembangan SDM masih belum 

bisa terlaksana. Namun sebagian besar warga, banyak yang melanjutkan 

pendidikan ke tingkat universitas, sehingga kualitas pendidikan warga Desa 
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Mulung bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan secara otomatis meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya meningkatkan kualitas diri dengan pendidikan.
97

 

 

B. Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa 

        Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa. 

Bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan Perangkat Desa yang 

merupakan pelaksana dan penyelenggara rumah tangga Desa. Disamping itu, ia 

menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan Desa. Ia tetap memiliki batasan-

batasan tertentu dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain ia tidak dapat 

menuruti keinginannya sendiri dalam mengurus Pemerintahan Desa. 
98

 

        Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 

Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, 

dijelaskan bahwa pada Pasal 1 Ayat (5) ‚Kepala Desa atau sebutan lain adalah 

pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban 

untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah.‛
99

  

         Jabatan Kepala Desa tidak bersifat keturunan, melainkan jabatan yang 

didapat dari pemilihan oleh dan dari penduduk Desa. Kepala Desa diangkat oleh 

Pemerintahan Desa tingkat 1, selanjutnya Pemerintahan Desa tingkat 1 
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menentukan syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa, menentukan siapa yang 

boleh memilih, dipilih, serta bagaimana cara pemilihannya. Usia minimal Kepala 

Desa adalah 25 tahun, dan ia berpendidikan paling rendah SLTP dan termasuk 

penduduk Desa setempat. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh 

Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD yang beranggotakan dari perangkat 

Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Setiap Desa 

memiliki cara yang bervariasi dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
100

  

              Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk 

mempengaruhi orang atau masyarakat yang diarahkan terhadap pencapaian 

tujuan. Seorang pemimpin/kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran 

penyelenggaraan rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan 

Pemerintahan Desa. Termasuk kebutuhan rakyat, kesejahteraan rakyatnya serta 

ketenteramannya.  

Kepala Desa haruslah bisa mempengaruhi, memotivasi, mengajak, 

membimbing, memerintah, melarang, menyelesaikan perselisihan, serta membina 

dengan tujuan agar manusia dapat mencapai kesejahteraan secara efektif dan 

efisien. Menurut Sakdiah, ada tiga hal yang paling berhubungan, yaitu adanya 

pemimpin dan karakteristiknya, adanya rakyat yang mengikuti, serta adanya 

situasi kelompok tempat atau dengan kata lain tempat untuk pemimpin dan 

rakyat melaksanakan interaksi yang saling berkesinambungan. Hal tersebut 

menunjukan bahwa kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan yang terbawah 

sangat berperan dalam mewujudakan nilai islam terhadap masyarakat yang di 
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pimpin. Al- Mawardi menjelaskan kepemimpinan (imāmah atau khilafah). 

Menurutnya pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat.
101

 

                 Untuk mewujudkan serta melaksanakan peran sebagai seorang 

pemimpin, Kepala, Kepala desa yang sudah terpilih harus memiliki sikap dasar 

dan sifat kepemimpinan, teknik kepemimpinan dan gaya kepemimpinan sesuai 

kondisi lingkungan, pengikut serta situasi dan kondisi organisasi yang 

dipimpinnya serta ditopang oleh kekuasaan (power) yang tepat. Karena hal ini 

nantinya akan berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam menjalankan 

tugasnya sesuai yang diharapan dalam ketentuan undang-undang. Wewenang 

pemerintah yaitu kekuasaan yang ada pada pemerintah, dalam hal ini Pemerintah 

Desa untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Dengan penjelasan lain wewenang merupakan kekuasan yang 

mempunyai dasar untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak 

menimbulkan akibat hukum.
102

  

              Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa 

memiliki peran yang sangat penting, yaitu merupakan pemimpin 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan asas Pemerintahan Desa 

seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib 

kepentingan umum, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif oleh karena itu 

setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa harus diketahui dan mendapat 

persetujuan dari Kepala Desa terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayah 
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kekuasaannya. Partisipasi masyarakat luas begitu dibutuhkan dalam segala aspek 

dalam penyelenggaraan program pemerintahan dalam upaya mensukseskan 

program yang menjadi kebijakan Kepala Desa. Tentu dalam proses pemilihan 

Kepala desa masyarakat sudah menetukan pilihannya untuk masa depan 

desanya.
103

 

                Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu para Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah 

Desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa tidak sepenuhnya sebagai 

pengatur dalam dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang 

dibantu oleh perangkat desa. Seperti dijelaskan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa dalam Pasal 48 Pasal 48 ‚Perangkat Desa terdiri atas: a. 

sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis.‛
104

 

Wewenang memiliki beberapa arti yaitu kekuasaan untuk bertindak, 

kekuasaan untuk mmbuat keputusan, memerintah dan, melimpahkan tanggung 

jawab kepada orang lain. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa : 

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara 

yaitu dengan atribusi atau delegasi. Atribusi adalah wewenang yang 

melekat pada suatu jabatan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 

Tahun 1986 menyebutnya: wewenang yang ada pada badan atau pejabat 

tata usaha negara dengan wewenang yang dilimpahkan). Kita berbicara 

tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan 

yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna berarti bahwa 

keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum. 
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Oleh karena itu atribusi dan delegasi adalah alat untk membantu 

memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak.105 

Maka dari pernyataan tersebut, wewenang adalah kekuasaan untuk 

melakukan suatu tindakan hukum publik, yaitu wewenang untuk menimbulkan 

akibat-akibat hukum yang sifatnya publik, misal seperti mengeluarkan aturan, 

mengambi keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat hukum. 

Hanya badan-badan yang memiliki wewenang hukum publik yang sesuai aturan 

saja yang menimbulkan akibat hukum bersifat publik. 

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Kepala Desa memiliki wewenang 

untuk melakukan perbuatan bagi Desa yang dipimpinnya. Sebagaimana dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 26: 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Desa berwenang:106  

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;   

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;   

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;   

d. Menetapkan Peraturan Desa;   

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;   

f. Membina kehidupan masyarakat Desa;  

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;   

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;  

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;  

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;  

m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;  

                                                           
105
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n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

           Tugas Kepala Desa secara hukum memiliki tanggung jawab yang 

besar, oleh karena itu dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif harus 

ada penunjukan hak dan kewajiban kepada pembantunya atau memberikan 

arahan yang bertujuan untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan kemasyarakatan sebagai pemimpin Desa. Termasuk ketika 

menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa, seorang Kepala Desa tidak 

sendirian terjun ke tempat kejadian permasalahan. Ia dibantu oleh beberapa 

perangkat Desa untuk menemui pihak-pihak yang tengah berselisih. Disamping 

seorang Kepala Desa memiliki pembantu dalam tugasnya, tapi dalam 

menentukan proses penyelesaian masalah hingga pengambilan keputusan atas 

suatu masalah ia tidak bisa melakukan sendirian, dikarenakan menyangkut 

kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga, Kepala Desa dibantu dalam menentukan 

penyelesaian.  

 Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Mulung dan 

Perangkat Desa, dalam menyelesaian masalah masyarakat di Desa Mulung 

mereka mengutamakan peraturan yang ditegakkan di Desa Mulung. Tidak hanya 

lingkup pegawai Pemerintahan Desa saja yang ikut serta dalam menyelesaikan 

permasalahan, jika dirasa permasalahan tersebut menimbulkan banyak sengketa 

pendapat dengan masyarakat Desa, maka pihak-pihak seperti pemuka agama, 
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ataupun yang berilmu sosial tinggi di Desa tersebut akan diikut sertakan untuk 

pengambilan cara menyelesaikan masalah masyarakat Desa. Agar keputusan 

yang diambil tidak semena-mena dari penguasa Desa saja, melainkan dari 

masyarakat juga, jadi hasil yang didapat dari penyelesaian permasalahan tersebut 

dapat mencapai keadilan yang bisa dirasakan semua orang.  

 Dalam menggunakan pedoman untuk menyelesaikan suatu permaslahan, 

Kepala Desa dan Perangka Desa tetap berpedoman dengan pancasila, undang-

undang dan hukum agama, dan kebiasaan yang biasa dijadikan pedoman yang 

berlaku di Desa tersebu. Namun, meski dengan adanya pedoman-pedoman 

tersebut, Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap mengutamakan peraturan Desa 

yang dibuat untuk Desa tersebut, yang mengutamakan prinsip keadilan bagi 

seluruh masyarakat Desa Mulung.  
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BAB IV 

ANALISIS FIQH SIYA<SAH TERHADAP 

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK 

DI MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 

TAHUN 2014 TENTANG DESA 

 

A. Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di Masyarakat 

Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa 

Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik 

Dari hasil penelitian yang didapat dan digunakan sebagai analisis 

mengenai Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelsaikan Konflik Masyarakat 

Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tentang Desa, yaitu Kepala Desa 

merupakan bagian pemegang kekuasaan pemerintahan di Desa tempat dia 

memimpin, atau dapat diartikan sebagai pemimpin formal di masyarakat Desa. 

Sedangkan kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi 

masyarakat yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan.
107

 

Dalam sebuah proses perubahan yang terjadi di dalam membina 

masyarakat Desa, tentunya memiliki pelaku atau subyek pelaksana yang akan 

melaksanakan pembangunan ketaatan masyarakat terhadap aturan Desa, yang 

nantinya akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari membangun rumah 

tangga Desa yang telah direncankan, dapat dikatakan faktor yang sangat 

menentukan keberhasilan rumah tangga di wilayah pedesaan sangat ditentukan 
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oleh Kepala Desa dalam sistem pemerintahan desa. Begitu juga untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami masyarakat Desa, dalam hal ini 

Kepala Desa sangat diharapkan mampu untuk memberi solusi apakah sebuah 

permasalahan dapat selesai pada saat itu atau masih berlanjut, atau cara yang 

diambil dalam menyelesaikan masalah benar-benar dapat diterima oleh pihak 

yang bersangkutan.
108

  

Salah satu permasalahan yang pernah diselesaikan oleh Kepala Desa dan 

Perangkat Desa adalah pemakaman salah satu warga yang berbeda Agama dengan 

masyarakat yang ada di Desa Mulung, yang terjadi pada bulan September tahun 

2018. Berangkat dari salah satu warga Desa asli dari Desa Mulung, seorang 

perempuan beragama Islam dan berasal dari keluarga beragama Islam, 

memutuskan untuk berpindah keyakinan Kristen, mengikuti suaminya saat hendak 

menikah, dan ketika meninggal ada salah satu hal yang memaksa ia dikembalikan 

kepada keluarganya untuk diurus pemakamannya, berikut analisis beserta 

Undang-Undang No 6 Tahun 2014: 

Analisis pertama dalam permasalahan ini Kepala Desa memiliki ketegasan 

dalam memberikan solusi serta menyelesaikannya, semuan ini dilakukan demi 

keadilan untuk warganya. Tetapi dalam memberikan solusi dan hasil 

penyelesaian atas permasalahan tersebut, Kepala Desa bukan karena terpaksa 

melainkan karena dasar toleransi antar umat beragama yang harus tetap 

ditegakkan demi ketertiban dan kesejahteraan warga Desa Mulung. Akhirnya 
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warga Desa Mulung berusaha memahami mentaati tujuan dari kebijakan Kepala 

Desa tersebut. 
109

 

Dari adanya pelaksanaan Kewenangan kepala Desa dalam menyelesaikan 

permasalahan di atas bersama perangkat Desa, maka dapat dikaitkan dengan 

Pasal 25 dan 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Pada pasal tersebut tertulis  beberapa poin yang menjadi inti pada 

pembahasan ini yaitu membina kehidupan masyarakat Desa, membina 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, dan menyelesaikan perselisihan 

masyarakat di Desa, adapun itu semua untuk tujuan bersama yaitu menjaga 

ketertiban serta keamanan warganya. Begitu juga dengan apa yang sudah 

dilaksanakan oleh Kepala Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, 

bersama dengan perangkat Desa yang membantu meluruskan dan menyelesaikan 

permasalahan, seperti yang sudah dituliskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa pada Pasal 25 bahwa ‚Pemerintah Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama 

lain.
110

 

Pasal 26: ‚(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan 

Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.‛
111
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‚(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Desa berwenang:
112

  

 

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;   

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;   

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;   

d. Menetapkan Peraturan Desa;   

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;   

f. Membina kehidupan masyarakat Desa;  

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;   

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;  

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;  

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;  

m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;  

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan  

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

           (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Desa berkewajiban:
 113

 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan; 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 

kolusi, korupsi, dan nepotisme;  

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di Desa; 

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik: 
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i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa; 

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Desa; 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup; dan 

p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 

Kepala Desa Mulung melaksanakan kewenangan karena jabatannya sebagai 

pemimpin Desa terhadap permasalahan warganya merupakan suatu keputusan 

yang harus ditaati warga Desa Mulung, oleh karena itu ketika Kepala Desa 

menetapkan bahwa pemakaman dilaksanakan di tempat yang ditunjuk dari hasil 

musyawarah maka hal itu diupayakan agar terlaksanakan. Dari hal tersebut 

berkenaan dengan pernyataan Philipus M Hadjon tentang Kewenangan bahwa: 

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara 

yaitu dengan atribusi atau delegasi. Atribusi adalah wewenang yang 

melekat pada suatu jabatan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 

Tahun 1986 menyebutnya: wewenang yang ada pada badan atau pejabat 

tata usaha negara dengan wewenang yang dilimpahkan). Kita berbicara 

tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan 

yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna berarti bahwa 

keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum. 

Oleh karena itu atribusi dan delegasi adalah alat untk membantu 

memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak.114 

Dari pernyataan tersebut, wewenang yaitu kekuasaan untuk melakukan 

suatu tindakan hukum publik, yaitu wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat 

hukum yang sifatnya publik, misal seperti mengeluarkan aturan, mengambil 

keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat hukum. Hanya badan-

badan yang memiliki wewenang hukum publik yang sesuai aturan saja yang 

                                                           
114

 Philipus M Hadjon dkk ,‚Pengantar Hukum Administrasi Indonesia‛,(Yogyakarta: Gajah 

University Press, 2008) , 67. 
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menimbulkan akibat hukum bersifat publik. Keputusan Kepal Desa dalam 

menetapkan suatu hal merupakan ketetapan yang bersifat publik kepada warga 

Desanya. 

Analisis kedua, dalam memberi solusi dan menyelesaikan permasalahan 

tersebut, Kepala Desa menggunakan pancasila sebagai dasar dalam memutuskan 

permasalahan seperti yang tertulis dalam Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang No 6 

Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi ‚dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 
Memegang 

teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;‛
 115

 

Adapun sila yang digunakan yaitu sila pertama, yang berbunyi ‚Ketuhanan 

Yang Maha Esa‛  hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang 

kerukunan antar umat beragama perlu ditinjau ulang agar terciptanya kerukunan 

antar agama, tiada saling bermusuhan dan tidak adanya rasa ketidakadilan. 

Menganut suatu agama merupakan salah satu hak yang sangat asasi diantara hak-

hak asasi manusia, karena kebebasan meyakini agama langsung berasal dari 

matabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu agama tidak dapat 

dipaksakan atau dalam menganut suatu agama tertentu tidak dapat dipaksakan 

oleh seseorang. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu 

                                                           
115

 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang  Desa 
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berdasarkan atas keyakinan, karena menyangkut hubungan pribadi manusia 

dengan Tuhan yang diyakininya.
116

 

Analisis ketiga, yang menyangkut keadilan yang diusahakan oleh Kepala 

Desa juga menyangkut pada tanah pemakaman yang ada di Desa Mulung, karena 

dasar fungsi tanah tersebut bertujuan untuk kemakmuran kehidupan warga Desa 

Mulung. Begitu juga dengan tanah pemakaman, yang ditujukan untuk warga 

Desa agar bisa tercapai maksimal kemanfaatannya untuk warga setempat. Maka 

Kepala Desa Mulung memberi solusi kepada warga Desanya untuk menempatkan 

pemakamannya di pemakaman warga Desa Mulung yang biasa digunakan, namun 

karena yang meninggal beragama non muslim untuk menghindari 

kesalahpahaman maka batu nisan yang digunakan bukan berbentuk salib tetapi 

bentuk biasa pada umumnya. Pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum 

tertulis dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 4 Bab III Pokok-Pokok 

Pengadaan Tanah Pasal 4 Ayat 1 huruf K:117 

Ayat (1) ‚Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya 

tanah untuk Kepentingan Umum.‛118 

Dan pada Bab IV Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pasal 10 : 

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) digunakan untuk pembangunan:119 

                                                           
116

 https://riau.kemenag.go.id/artikel/40904/pancasila-dan-toleransi-beragama (diakses tanggal 1 

Desesmber 2018) 
117

 Bambang Jatmiko, Wawancara Kepala Desa Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik 
118

 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum Pasal 4 

https://riau.kemenag.go.id/artikel/40904/pancasila-dan-toleransi-beragama
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a. pertahanan dan keamanan nasional;  

b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun 

kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;  

c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran 

pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;  

d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;  

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;  

f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga 

listrik;  

g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;  

h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;   

i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;  

j. fasilitas keselamatan umum;   

k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; l. 

fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; 

m. cagar alam dan cagar budaya;   

l. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;  

m. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi 

tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah 

dengan status sewa;   

n. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah 

Daerah 

o. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan pasar 

umum dan lapangan parkir umum.    

 

B. Analisis Fiqh Siya<sah Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyelesaian 

Konflik Di Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik 

Dalam pengertian siya<sah dustu>riyah terhadap  kewenangan Kepala Desa 

dalam menyelesaikan konflik masyarakat Desa, tentu banyak hal yang mengatur 

dalam pijakan Kepala desa mengenai menyelesaikan konflik masyarakat Desa,  

ditinjau dari kata siya<sah yang mempunyai arti mengatur, mengurus dan 

memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Di 

                                                                                                                                                               
119

 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, Pasal 10. 
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dalam siya<sah dustu>riyah masalah perundang-undangan Negara agar sejalan 

dengan nilai-nilai syariat, dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan 

kekuasaannya, cara pemilihan kepala, batasan kekuasaan yang lazim bagi 

pelaksanaan urusan umat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat menyangkut 

hal-hal yang mendasar dari suatu pemerintahan yaitu keharmonisan bubungan 

antara warga negara dengan pemimpinnya untuk memenunhi kebutuhannya. 

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seorang pemimpin harus adil 

dalam menetapkan apa yang menjadi kebijakannya, termasuk dalam 

menyelesaikan permasalahan masyarakat Desa. Seperti pada permasalahan 

pemakaman beda Agama di Desa Mulung, Kepala Desa dibantu dengan 

Perangkat Desa berusaha untuk menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang 

bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara 

merata.  

Analisis pertama, malam menyelesaikan konflik masyarakat Desa, Kepala 

Desa Mulung yang mana berperan sebagai seorang imam berusaha menyelesaikan 

permasalahan pemakaman beda Agama tersebut dengan adil sehingga tidak 

menambah keributan diantara pendapat masyarakat Desa Mulung yang tidak 

setuju. Dengan jalan musyawarah, dan pendekatan kepada warganya, Kepala 

Desa Menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan 

menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara merata. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65 
 

Demikian pula dengan kewajiban imam atau pemimpin, yang dikemukakan 

oleh Al-Mawardi sebagai berikut:
120

 

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang 

ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat salaf. Jika muncul 

pembuat bid’ah atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, 

ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, 

dan menindakkan sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar 

agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat 

terlindungi dari hal yang sesat; 

2. Menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan 

menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara merata; 

3. Memelihara dan menjaga kemanan negara agar manusia dapat hidup 

tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta bepergian dengan 

aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya; 

4. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar 

hukum dan memelihara hak-hak hamba dari segala kerusakan; 

5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan 

kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu menyerang dan 

menumpahkan darah muslim serta merusak kehormatan orang-orang 

muslim; 

                                                           
120

 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,... 24. 
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6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah 

dengan baik-baik tetapi dia tidak masuk Islam dan tidak pula jadi kafir 

dzimi; 

7. Memungut fai (harta yang didapatkan dari kau muslimin tanpa 

pertempuran)  dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

syariat atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu;  

8. Menentuka kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang 

berhak menerimanya dari baitul mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan 

dan membayarkannya tepat pada waktunya; 

9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam 

menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan 

negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-

orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur; 

10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina 

umat dalam menangani segala persoalan dan melindungi agama. 

Analisis kedua, adapun langkah yang diambil Kepala Desa dalam 

menyelesaikan permasalahan atau perselisihan masyarakat Desa Mulung Kec. 

Driyorejo Kab. Gresik yaitu dengan musyawarah yang diharapkan dapat 

mendatangkan keadilan, dengan saling menerima pendapat dari pihak-pihak yang 

menyelesaikan permasalahan tersebut, baik dari pihak keluarga ataupun dari 

Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku Pemerintahan di Desa tersebut. Dan 

hasilnya dapat diterima dengan adil oleh pihak-pihak tersebut. Beberapa ayat 

suci al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan 
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dengan jalan musyawarah agar tercapai hasil yang adil sebagai berikut. Allah 

berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 159: 

 ُ فُ عَنم عم
ٱ
ۖۡ فٱَ لَِ واْ مِنم حَوم هفَضُّ

ٱ
لمللَمبِ لَ

ٱ
ا غلَِيظَ ٱ ۖۡ وَلوَم كُنتَ فظًَّ ِ لِنتَ لهَمُم للَّه

ٱ
نَ ٱ ةٖ مِّ َ مم فبَِمَا رَحۡم

أ  لم
ٱ
هُُم فِِ ٱ فِرم لهَمُم وَشَاوِرم تغَم س م

ٱ
يَن  وَٱ ِ لممُتوََكِّّ

ٱ
بُّ ٱ َ يُُِ للَّه

ٱ
نه ٱ

ِ
ِِۚ ا للَّه

ٱ
م علَََ ٱ تَ فتَوََكَّه ذَا عَزَمم

ِ
رِۖۡ فاَ  مم

Artinya:  

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya. 

 

Dalam ayat tersebut berisikan anjuran untuk bersikap lemah lembut agar 

dapat menghadapi perselisihan, dan jika menggunakan keras, tidak terpuji dan 

kasar dalam menghadapi perselisihan maka, orang orang yang ada disekitar akan 

menghindar dan menjauh. Hal ini harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam 

melakukan penyelesaian agar tetap bijaksana, lemah lembut dan tidak 

menggunkan tindakan kasar dalam bertindak. Agar setiap rakyatnya tidak 

menghindari pemimpinnya. Serta gunakanlah musyawarah dan pendapat pikiran 

untuk menyelesaikan persoalan untuk memilih ketetapan yang akan dijalankan 

bersama. Setelah memilih apa yang menjadi hasil musyawarahnya, maka tetaplah 

berada di jalan Allah. Seperti yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Mulung 

Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, lebih mengutamakan pendapat bersama 
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dengan jalan musyawarah, apakah tindakan yang akan diambil untuk 

menyelesaikan permasalahan ini baik untuk bersama.
121

   

Hal ini seperti perintah Allah SWT dalam firmannya , Al-Qur’an 

yakni Surah an-Nisa’ ayat 58 

كَُوُا بِ  ذَا حَكََْتُُ بيَْنَ النهاسِ ٱأن تََْ
ِ
لََٰ ٱأهْلِهَا وَا

ِ
َ يٱَمُْرُكُُْ ٱأن ثؤَُدُّوا الْأمَانََتِ ا نه اللَّه

ِ
نه ۞ا

ِ
لعَْدْلِِۚ ا

يعًا بصَِيًرا َ كََنَ سََِ نه اللَّه
ِ
ا يعَِظُكُُ بِهِِۗ ا َ هِعِمه    122اللَّه

Artinya:  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat. 

 

Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku 

disebabkan persamaan di antaranya (dan apabila kamu mengadili di antara 

manusia) maka Allah menitahkanmu (agar menetapkan hukum dengan adil). 

Yang mana ditujukan kepada seorang pemimpin yang sedang berlaku adil dalam 

menetapkan hukum kepada rakyatnya. Sesungguhnya Allah amat baik sekali 

karena memberikan sesuatu yang amat baik, yaitu nasihat yang diberikan-Nya 

kepadamu untuk menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. 

(Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha 

Melihat) segala perbuatan.
123
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 Qur‟an In Word : Ali-Imran 159 :Tafsir Indonesia. 
122

 Qur‟an In Word : an-Nisa 58 
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 Qur‟an In Word : an-Nisa 58 :Tafsir Indonesia 
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Surah an-Nisa’ ayat 59 

جَََا  اَ زَوم حِدَةٖ وَخَلقََ مِنم هفمسٖ وََٰ ن ه ي خَللََكُُ مِّ ِ لَّه
ٱ
هكُُُ ٱ هلُواْ رَب ث

ٱ
لنهاسُ ٱ

ٱ
اَ ٱ ٱٓأيُُّّ مَُا رِجَالٗا يَ َٰ وَبثَه مِنم

ا كُُم رَكِيبا َ كََنَ علَيَم للَّه
ٱ
نه ٱ

ِ
حَامَِۚ ا أرم لم

ٱ
ي جسََاءَٓلوُنَ بِهِۦ وَٱ ِ لَّه

ٱ
َ ٱ للَّه

ٱ
هلُواْ ٱ ث

ٱ
ِۚ وَٱ ا وَوِسَاءٓا     124كَثِيرا

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. 

 

Dalam ayat tersebut, berisi tentang kewajiban untuk berlaku adil dalam 

menetapkan hukum yang ditetapkan, termasuk kepada seorang pemimpin dalam 

menetapkan hukum di tengah suatu perselisihan untuk masyarakat yang 

dipimpinnya. Dan juga ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin 

untuk patuh kepada Allah SWT, dengan diperintahkan Allah bertujuan untuk 

kemaslahatan umat. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah 

SAW pembawa amanat dari Allah SWT untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-

hamba-Nya. Serta patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil 

amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Termasuk 

mentaati kebijakan seorang pemimpin, Kepala Desa dalam memberikan 

kebijakan atas permasalahan warganya yang berdasar toleransi dalam 

menetapkan solusi permasalahan, yang bertujuan untuk memberikan contoh 

kepada masyarakat bahwa mewujudkan keadilan dengan cara menerima keadaan 
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sesama manusia dengan segala perbedaan agar terciptanya perdamaian dan 

keadilan.
125

 

Analisis ketiga, Kepala Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten 

Gresik, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut juga tidak 

mempermasalahkan Agama yang dianut oleh warga yang meninggal, karena 

mengingat setiap manusia memiliki cara sendiri untuk bisa mentaati perintah 

Tuhan, karena hal tersebut berkaitan dengan hati nuraninya sebagai makhluk 

Tuhan. Tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal 

peribadahan kepada Tuhan. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar umat 

beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan. Meski warga tersebut bukan 

beragama Islam, Kepala Desa tetap berusaha adil untuk rakyatnya agar sejahtera 

dan tenang tinggal di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. 

Firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 6: 

 دِينُكُُم وَلَِِ دِينِ  لكَُُم 

Artinya:  

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penyelesaian konflik yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa  

terhadap permasalahan pemakaman beda agama pada masyarakat Desa 

Mulung Kecamatan Driyorejo sudah sesuai dengan undang-undang No. 6 

Tahun 2014 Tentang Desa.  

2. Dalam pandangan fiqh siyasah, khusunya siya<sah dustu>riyah yang mengatur 

bagaimana hubungan antara penguasa dengan rakyatnya, dan sudah 

diterapkan oleh Kepala Desa Mulung dalam menyelesaikan perselisihan 

warga Desa dan sesuai tugas dan kewajiban pemimpin dalam menyelesaikan 

perselisihan rakyatnya, dan menerapkan  hukum diantar pihak-pihak yang 

berselisih.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap selanjutnya pengadaan 

fasilitas umum yang diadakan untuk masyarakat Desa Mulung segera dilengkapi 

atas kebijakan dari Kepala Desa sebagai pemimpin, agar segala keperluan warga 

dapat terpenuhi kapanpun jika dibutuhkan.  
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Peneliti juga berharap kewenangan seorang pemimpin rakyat dapat selalu 

terlaksana dengan baik, berpegang teguh terhadap aturan negara dan agama yang 

berlaku. Selanjutnya dengan adanya hasil penelitian ini semoga akan  

memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk tetap  melakukan 

penelitian terkait dengan penyelesaian permasalahan dilingkungan sekitar, 

dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. 
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